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ABSTRACT

The Indonesian National Police or commonly referred to as (Polri) as one
of the public service institutions that has experienced ups and downs in building a
positive image in interacting with the public. This study will further study the
strategy of the Police as a public servant in overcoming the communication crisis.
The study entitled "CONSIDERATION OF THE CODE OF ETHICS OF THE
POLICE PROFESSION IN IMPOSING ETHICAL SANCTIONS ON POLICE
MEMBERS" has several objectives to find out what is the Chief of Police, the code
of ethics of the police profession.

The purpose of the study based on this background is to find out what is
meant by the Chief of Police, the code of ethics of the profession, then to find out
the criminal sanctions. The research method used in this study is normative
research, which means that this study examines the side of the Case Approach and
Legislation. By using this normative research method, this study was conducted by
examining all laws and regulations related to the legal issues being handled.

Based on the results of the study, conclusions can be drawn on violations of
the code of ethics. That the code of ethics carried out by a member of the police has
been proven to violate the code of ethics in his profession and misuse his position
and authority to vent his emotions. So based on the study and criminal sanctions of
the police code of ethics commission against police members is the highest form of
internal accountability ever carried out by the police against its members. This
decision also confirms that police ethics are not just a formality, but the substance
of police integrity, providing a good precedent for cultural reform of the police,
becoming a marker that the ethical path can run parallel with the criminal path,
strengthening each other for the sake of restoring public trust in police members.

Keywords: Chief of Police, code of ethics, and criminal sanctions



ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia atau biasa di sebut dengan ( Polri ) sebagai
salah satu lembaga pelayan publik yang mengalami pasang surut dalam
membangun citra yang positif dalam berinteraksi dengan publik. Penelitian ini lebih
lanjut, akan melakukan kajian mengenai strategi Polri sebagai pelayan publik dalam
mengatasi krisis komunikasi. Penelitian yang berjudul “PERTIMBANGAN KODE
ETIK PROFESI POLRI MENJATUHKAN SANKSI ETIK TERHADAP
ANGGOTA POLISI” mempunyai beberapa tujuan untuk mengetahui apa itu
kapolri, kode etik profesi polri.

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang ini adalah untuk mengetahui
apa itu yang di maksud dari Kapolri, kode etik profesi, Kemudian untuk mengetahui
sanksi pidana. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian secara normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi
Pendekatan kasus dan PerUndang-Undangan. Dengan menggunakan metode
penelitian secara normatif ini maka penelitian ini dilakukan dengan menelaah
semua Undang- undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang
sedang di tangani.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di beri kesimpulan pada pelanggaran
kode etik. Bahwasannya kode etik yang di lakukan oleh seorang anggota polri ini
telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada profesinya dan salah
menggunakan jabatan dan wewenang untuk melampiaskan emosi. Maka
berdasarkan kajian dan sanksi pidana komisi kode etik kepolisian terhadap anggota
polisi merupakan bentuk akuntanbilitas internal tertinggi yang pernah dilakukan
polri terhadap anggotanya. Putusan ini juga menegaskan bahwasannya etika polri
bukan hanya sekedar formalitas, tetapi substansi dari integritas kepolisian,
memberikan preseden baik untuk reformasi kultural polri, menjadi penanda bahwa
jalur etik dapat berjalan paralel dengan jalur pidana, saling menguatkan demi
pemulihan kepercayaan publik terhadap anggota polisi.

Kata kunci: Kapolri, Kode etik, dan Sanksi pidana
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